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PUTUSAN
Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Gs
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara :
Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani,
tempat kediaman di Dusun Bondot ,RT 001 RW 0010 Desa
Banyu urip, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik,
Banyuurip, Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoirul alim
S.HI, Nur Ahmad Teguh Pranata. SH, Moh. Mukhlash.
SHI.MH advokat/ Pengacara berkantor didesa Kertesono,
Rt.05 Rw.02 Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juni 2024,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
653/SK/9/2024 Tanggal 27 September 2024, sebagai
Pemohon;
melawan
Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta,
tempat kediaman di Timur Madrasah Darun Najah
Lonkebun,Dusun Lonkebun Desa Ketapang Daya
,Ketapang Kabupaten Sampang Madura, Ketapang Daya,
Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi
dimuka persidangan;
DUDUK PERKARA
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Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September

2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1715/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal
27 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum’at tanggal
19 Pebruari 2010 sebagaimana tercatat dari kutipan akte nikah No.
026/014/11/2010 yang di buat oleh kantor urusan agama Kecamatan
UJungpangkah Kabupaten Gresik;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga
dengan kesepakatan memilih tempat di kediaman Termohon di Dusun
Bondot RT 01 /RW 10 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan sebadan (Ba'da Al Dhukul) dikaruniai 4 anak , yang pertama
bernama . 1. KAYLA RISTA AZ-ZAHRAH binti Miftahul Arifin, 2. NUR LAYLA
binti Miftahul Arifin, 3. NADIA MAULIDIA HUSNA binti Miftahul Arifin, 4.
MIFZAL KAFEEL ALFARIZQI bin Miftahul Arifin;
4. Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon menemukan
kebahagiaan , dan kedamaian. Situasi demikian ini Bertahan sampai
beberapa tahun , sejak tahun 2021 Termohon diketahui berselingkuh
dengan pria idaman lain yang bernama MUGHIL DHOBID alamat Dusun
Bondot RT 004/ RW 011 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik .Termohon mulai merusak rumah tangga PEMOHON
dengan pria idamanya MUGHIL DHOBID dengan kronologis
a. Pada Tahun 2022 TERMOHON menguras rekening tabungan keluaraga
tampa sepengetahuan Pemohon diberikan kepada MUGHIL DHOBID pria
idaman Termohon
b. Menjual dan manipulasi emas asli digantikan dengan emas mitasi milik
keluarga Pemohon
c. Pernah meminjamkan BPKB motor milik Pemohon kepada MUGHIL
DHOBID sebagai selingkuhan Termohon
d. Melakukan kekerasan kepada anak Pemohon bernama NUR LAYLA
e. Mengurangi jatah biaya bulanan anak sekolah Pemohon
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5. Bahwa Pemohon sebagai suami menginginkan berumah tangga dengan
ketenangan batin baik secara ekonomi maupun secara kekeluargaan tidak
terpenuhi;

6. puncak daripada perselisihan, pada bulan Pebruari 2024 ,Pemohon
memulangkan TERMOHON ke rumah orang tuanya di Timur Madrasah
Darun Najah Lonkebun Desa Ketapang Daya Ketapang Kabupaten
Sampang Jawa Timur;

7. Bahwa Tergugat telah melakukan nusyuz sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 84 KHI yang menyatakan “ istri dapat dianggap nusyuz jika ia
tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 83 kecuali
dengan alasan yang sah” dan pasal 84 ayat (2) menyatakan “selama istri
dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4)
huruf a dan b tidak berlaku”;

8. Menurut Pasal 19 huruf (d) dan atau (f) Peraturan Pemerintah No. 09
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan atau (f) kompilasi hukum islam.
sudah memenuhi unsur unsur nya dengan alasan pihak Termohon
berkelakuan tidak bisa menata rumah tangga secara normal sehinngga
sering bertengkar tidak bisa rukun dan damai hidup rumah tangga dengan
Pemohon;

9. Bahwa Perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon
sulit dipertahankan karena sudah tidak bisa dibenarnakan baik menurut
syarak maupun peraturan yang berlaku kebahagiaan yang menjadi tujuan
Perkawinan akan sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut
Pemohon bermaksud menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Gresik;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan atas uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk memanggil para pihak,
memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :
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PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan nusyuz;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak

raj'i terhadap Termohon Bernama Termohon dihadapan sidang pengadilan

Agama Gresik;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :
Apabila pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-
adilnya. (Ex Aequo Et Bono ) sesuai nurani Bapak/lbu Hakim.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khoirul alim
S.HI, Nur Ahmad Teguh Pranata. SH, Moh. Mukhlash. SHI.MH advokat/
Pengacara berkantor didesa Kertesono, Rt.05 Rw.02 Kecamatan Sidayu
Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juni 2024, dan
telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 653/SK/9/2024 Tanggal 27 September
2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil
surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon
dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan
Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan
dari

H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 16
Oktober 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa Termohon pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah
mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara
sah dan patut;

Bahwa selamjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan
telah mengajukan bukti berupa:
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A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MIFTAHUL ARIFIN, Nomor
3525072402800001 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur, Nomor 026/014/11/2010 Tanggal 19 Februari 2010. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. Nadhoriyah Binti Sidiq, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di RT.001/RW.010, Desa Banyu Urip, Kecamatan
Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi
adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan
akan menggugat cerai Termohon;

- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah
suami isteri sah, dikaruniai 4 anak yang bernama Kayla Rista Az-Zahrah,
Nur Layla, Nadia Maulidia Husna, dan Mifzal Kafeel Alfarizqi;

- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai
perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon bekerja di Malaysia
dan memberikan nafkah kepada Termohon setiap mengirim uang ke
rumah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun
Termohon memberikan uang tersebut kepada pacarnya, dan ketika saksi
sedang sakit dan Pemohon mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah) lewat Termohon untuk saksi berobat, namun Termohon

tidak memberikan uang tersebut kepada saksi;
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- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon,

kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai TKI, namun
saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah
memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 : Purwati Binti Daping, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di RT.001/RW.011, Desa Banyu Urip, Kecamatan
Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi
adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan
akan menggugat cerai Termohon;

- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah
suami isteri sah, dikaruniai 4 anak;

- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai
perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon bekerja di Malaysia,
dan Termohon berselingkuh dengan pria lain ;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon,
kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai TKI, namun
saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah
memberi nafkah kepada Pemohon dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
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Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan

mengajukan bukti lagi;

Bahwa, atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan bekerja
sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dengan penghasilan tidak tentu;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada permohonannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk
berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada
Khoirul alim S.HI, Nur Ahmad Teguh Pranata. SH, Moh. Mukhlash. SHI.MH
advokat/ Pengacara berkantor didesa Kertesono, Rt.05 Rw.02 Kecamatan
Sidayu Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juni
2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 653/SK/9/2024 Tanggal 27
September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materill surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan
karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang
dilaksanakan berdasar Hukum lIslam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a
quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga
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saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal

standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak
untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 20186,
namun berdasarkan surat pemberitahuan dari

H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 16
Oktober 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon pernah datang di persidangan, namun
setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun
telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Termohon dianggap tidak ingin
mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini
dapat diperiksa dan diputus secara contradictoir (diluar hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohoanan Pemohon
telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat
dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan
ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal
Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
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otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon

dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya,
dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah
berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha
mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka
kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon
didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan
keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-
saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan
Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-
saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil
kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang
mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-
saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai
berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang sah, dikaruniai 4 anak yang bernama Kayla Rista Az-Zahrah binti
Miftahul Arifin, Nur Layla binti Miftahul Arifin, Nadia Maulidia Husna binti
Miftahul Arifin, dan Mifzal Kafeel Alfarizgi bin Miftahul Arifin;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi,
diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang disebabkan Pemohon bekerja di Malaysia, dan Termohon

diketahui berselingkuh dengan pria idaman lain;
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- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi

pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang
berlangsung selama 8 bulan;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dengan
penghasilan tidak tentu;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon
tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah
tangga;

- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-
sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan
Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi
izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah
tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain,
dimana rasa saling mecintai, hormat menghormati dan setia serta saling
memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan
sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga
(vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara
perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi broken marriage (pecahnya rumah
tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa
yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran
akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan
senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28
PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai
dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal kurang lebih 8 bulan, berturut-turut dan selama pisah tersebut
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antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami

isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan
Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak
berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al
Qur’an disebut dengan "miitsagan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)’ dengan
tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga
yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-
Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan
tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang
demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan
perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa
depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu
mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Bagoroh ayat 227 yang berbunyi:

e gt D1 0 Ll aje Oy
Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,
maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil
permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka
petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;
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Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan

keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis
memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan mut'ah kepada
Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara
ex officio Majelis dapat membebankan kewajiban kepada Pemohon yang akan
menceraikan Termohon;

Menimbnag, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi
Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan
mut’'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian
pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Termohon terbukti merupakan
isteri yang nusyuz, akan tetapi tetap berhak mendapatkan mut'ah karena nuzus
tidak menghilangkan mut’ah;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri
pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-
hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah mut’ah yang dibebankan kepada
Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan
kemampuan Pemohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Gresik;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas
kepatutan atau kelayakan hidup dalam penetuan jumlah mut'ah agar tercapai
tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan
harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang
menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena
terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan
kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah
fighiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;
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Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai TKI, dengan penghasilan

setiap bulan tidak tentu;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Gresik adalah Rp.
4.642.031;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur’an dalam menjelaskan mengenai hukum

mut’ah, Allah telah menjelaskan sebagai berikut :

el i RS ST ER E IS S SRR oy ST S T
B L e R T LRI s et T
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Artinya :
“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang
yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu
merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Bagarah: 236);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk
memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dalam bentuk uang sebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema)
nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan
Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan
berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-
hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran mut'ah berupa uang
tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi
Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang
menegaskan bahwa pengadilan agama secara ex officio dapat menetapkan
nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam
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asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan
untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak bernama Mifzal
Kafeel Alfarizqi bin Miftahul Arifin, yang terbukti berada dibawah pemeliharaan
(hadlanah) Termohon selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat
perlu secara ex officio untuk menetapkan beban nafkah anak kepada Pemohon
selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ada pada Termohon,
maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon
sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak
tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian
maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa
tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan
kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan
kemampuan Pemohon serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat
anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang asas kemampuan dan
kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dan mutah
dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut, majelis hakim
berpendapat secara ex officio wajar dan pantas Pemohon dibebani membayar
nafkah anak bernama Mifzal Kafeel Alfarizgi bin Miftahul Arifin kepada Termohon
minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya
pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi
dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin
bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu
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menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku

ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing
sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan
dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan
pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektitkan pemenuhan hak-hak
perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Gresik dan
Pemerintah Daerah Gresik telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor:
130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024
tertanggal 20 Juni 2024 dimana pasal 4 angka 1 huruf (e) pada pokoknya
menegaskan pemerintah daerah Gresik melakukan pembatasan pelayanan
publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu
Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan
amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca
perceraian dan dalam pasal 4 angka 2 huruf (f) pada pokoknya menegaskan
bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan
dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan
pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan
pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak
perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf | UU Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi
putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai
sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk

memerintahkan Pemerintah daerah Gresik memberikan pelayanan perubahan
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identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan

setelah Pemohon memenuhi hak perempuan dan anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon tentang biaya
perkara, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89
Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Gresik;

3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah dalam
bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar
sebelum ikrar talak;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Mifzal
Kafeel Alfarizgi bin Miftahul Arifin, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan
tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut
dewasa atau mandiri melalui Termohon;

5. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan
pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk,
serta pelayanan perijinan setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 3
dan 4 diatas;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga Kkini
dihitung sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka
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untuk umum pada hari itu juga oleh NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua

Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.
Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 96.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Biaya Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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